BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1839, 2018

KEMENKEU. Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 194/PMK.02/2018
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN

Menimbang

TINGKAT LANJUTAN MILIK PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
88/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat;

bahwa pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
yang berasal dari dana jaminan kesehatan nasional
terdiri dari pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
dari penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional pada
fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas
kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah

pusat;
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Mengingat

Menetapkan

bahwa untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari
penyelenggaraan jaminan kesehatan mnasional pada
fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas
kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah
pusat, perlu diatur tata cara pengelolaan penerimaan
negara bukan pajak dari penyelenggaraan jaminan
kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat
pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan
milik pemerintah pusat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah

Pusat;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN
FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
MILIK PEMERINTAH PUSAT.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat
JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan
memberikan jaminan berupa perlindungan kesehatan
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan  perlindungan dalam  memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar
oleh pemerintah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya
disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang
melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi,
promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan,
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

FKTP Milik Pemerintah Pusat adalah FKTP yang
pengelolaannya di bawah kementerian negara/lembaga

yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
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10.

11.

12.

13.

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang
selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan
yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi
rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan,
dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

FKRTL Milik Pemerintah Pusat adalah FKRTL yang
pengelolaannya di bawah kementerian negara/lembaga
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan
yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP
Milik Pemerintah Pusat berdasarkan jumlah peserta yang
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dana Klaim Nonkapitasi adalah besaran pembayaran
klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP Milik
Pemerintah Pusat berdasarkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dana Klaim FKRTL adalah besaran pembayaran klaim
oleh BPJS Kesehatan kepada FKRTL Milik Pemerintah
Pusat berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian
negara/lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa program/kegiatan dan membebani dana
anggaran pendapatan dan belanja negara.

Satker Pengelola Dana PNBP yang selanjutnya disebut
Satker PNBP adalah satker kementerian negara/lembaga
yang melakukan pengelolaan dana PNBP.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran

negara.
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Pasal 2

PNBP dari penyelenggaraan JKN meliputi:

(1)

(2)

Dana Kapitasi;
Dana Klaim Nonkapitasi; dan

Dana Klaim FKRTL.

Pasal 3
PNBP dari penyelenggaraan JKN wajib dibayar dan
disetor ke Kas Negara serta dikelola dalam sistem
anggaran pendapatan dan belanja negara.
PNBP dari penyelenggaraan JKN yang telah disetor ke
Kas Negara dapat digunakan oleh Satker PNBP sesuai

dengan kebutuhan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini mencakup hal-hal

sebagai berikut:

a.
b.

C.

(1)

(2)

perencanaan PNBP dari penyelenggaraan JKN;
pembayaran PNBP dari penyelenggaraan JKN;

mekanisme pencairan belanja negara yang bersumber
dari PNBP dari penyelenggaraan JKN;

kelebihan, kekurangan, dan keterlambatan pembayaran
PNBP dari penyelenggaraan JKN;

pelaporan keuangan, monitoring, dan evaluasi PNBP dari

penyelenggaraan JKN.

BAB III
PERENCANAAN PNBP DARI PENYELENGGARAAN JKN

Pasal 5
Satker = PNBP menyusun rencana PNBP  dari
penyelenggaraan JKN.
Rencana PNBP dari penyelenggaraan JKN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan 1 (satu) kesatuan
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